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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan tahunan dan 

merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana Strategis (Renstra). Renja-PD disusun 

sebagai dokumen yang akan dibahas pada Forum yang nantinya merupakan bagian dari Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) RKPD. 

Penyusunan Renja mesti memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 

2021-2026, Renstra dan Renja Kementerian atau Lembaga Negara terkait serta Renja Provinsi dan 

RPJMD Provinsi, yang seluruhnya akan digunakan sebagai bahan di dalam proses penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk 

menghubungkan antara perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dengan perencanaan di tingkat 

Pemerintah Daerah sehingga tercipta perencanaan sebagai suatu kesatuan sebagai implementasi 

perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi 

daerah. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rupat Utara Tahun 2024 merupakan bagian dari 

RKPD Kabupaten Bengkalis dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan seluruh program dan 

kegiatan Kecamatan Rupat Utara tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rupat 

Utara memberikan panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun 

anggaran serta menjadi acuan untuk pelaksanaan evaluasi terkait keberhasilan pelaksanaan program 

dan kegiatan tersebut. Rencana Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat menggambarkan secara 

global mengenai apa saja yang direncanakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah 

dalam 1 tahun anggaran sehingga menjadi informasi bagi berbagai stakeholder untuk mengevaluasi 

kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel demi 
 

tercapainya good government dan clean government. 

 
 

 
1.2 Landasan Hukum 

 

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rupat Utara adalah : 

 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5107); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
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perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 

tahun 2021. 

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 

2009 Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 

2019 Nomor 3); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3); 
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23. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, 

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 66). 

24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tentang Rencana Strategis di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 69); 

25. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor: 050/BAPPEDA-PPEPD/003/2023 tentang Penyusunan 

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 
 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Kecamatan Rupat Utara Tahun 2024, disusun 

dengan maksud : 

a. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Aparatur Kecamatan Rupat Utara dalam 

menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 

anggaran 2024. 

b. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap 

Perangkat Daerah. 

c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Rupat Utara sekaligus memahami arah 

dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis. 

d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Kecamatan Rupat Utara dalam mencapai tujuan dengan 

cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 

e. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Kecamatan Rupat Utara untuk memahami dan menilai 

arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan. 

f. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam 

mempercepat pelaksanaan pembangunan. 

1.3.2. Tujuan 

 
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rupat Utara, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Tersusunnya perencanaan untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintah, 

pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Rupat Utara. 

b. Tersusunnya perencanaan sebagai dasar utama bagi setiap bagian dalam menyusun 

program, kegiatan dan sub kegiatan kedepan sesuai dengan potensi yang ada dan 

kemampuan dana yang tersedia. 

c. Sebagai bahan untuk mengevaluasi target capaian Renja-PD 2024 dan Renstra hingga 

tahun 2024; 
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d. Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten dan sinkron dengan perencanaan 

Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau. 

e. Tersusunnya perencanaan Kecamatan Rupat Utara yang komprehensif, tranparan, 

akuntabel dan partisipatif. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 
 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rupat Utara Tahun 2024 sebagai pedoman dan 

arah kerja Kecamatan Rupat Utara, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 
1.2. Landasan Hukum 

 
1.3. Maksud dan Tujuan 

 
1.4. Sistematika Penulisan 

 
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

 
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 

 
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

 
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal 

 
2.5. Penelaahan Usulan Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat 

 
 

BAB III    : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

 
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

 
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

 
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V : PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

 
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

 
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Rupat 

Utara Tahun 2022 ditujukan untuk mengetahui sejauhmana kinerja perangkat daerah dalam 

melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian kinerja terhadap target 

yang telah ditetapkan serta mengidentifikasikan hambatan dan permasalahan yang dihadapi. 

Kecamatan Rupat Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan 

(PRKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dianggarkan dana sebesar Rp. 10.442.428.217,00 terdiri 

dari 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) sub kegiatan. Dari jumlah 
 

anggaran tersebut dapat dicapai realisasi fisik sebesar 96,75% dan keuangan sebesar 88,06% (Rp 

9.195.784.310,00). Adapun rincian kegiatan sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 
 

Kegiatan-kegiatan terdiri dari : 

 
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; yang terdiri dari : 

 
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

 
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari : 

 
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

 
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari : 

 
1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 

 
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari : 

 
1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 

 
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari : 

 
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 

 
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

 
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

 
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 

 
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 

 
7) Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 
8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 

SKPD 
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f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari : 

 
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 
2) Pengadaan Mebel 

 
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

 
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari : 

 
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 

 
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

 
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

 
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari : 

 
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan. 

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

 
3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 

 
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 
 

Kegiatannya sebagai berikut : 

 
a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, yang terdiri 

dari : 

1) Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. 

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan sub kegiatan yaitu : 

1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan. 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 
 

Kegiatannya terdiri dari : 

 
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatannya yaitu : 

 
1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. 

 
b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, sub kegiatannya yaitu : 

 
1) . Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. 



11  

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
 

Kegiatannya yaitu : 

 
a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

dengan sub kegiatannya terdiri dari : 

1) Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub 

kegiatannya yaitu : 

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. 

2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 
 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 
 

Kegiatannya terdiri dari : 

 
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan 

sub kegiatan yaitu : 

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

2) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

 
3) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan 

Golongan Lainnya demi Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan 

Nasional 

4) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan. 
 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 
 

Kegiatannya terdiri dari : 

 
a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, 

sub kegiatannya meliputi : 

1) Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa. 

 
2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 

 
3) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

Desa 

4) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

 
5) Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 
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Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rupat Utara Tahun 2022 

dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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TABEL 2.1 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Kabupaten Bengkalis 
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Tabel. 2.2 Rekapitulasi Anggaran dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 
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2.2 Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2023) 

 
Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rupat Utara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Murni tahun 2023 sebesar Rp. 8.940.648.670,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh juta 

Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam  Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Anggaran ini menjadi acuan 

pelaksanaan Kegiatan tahun 2023, dimana terdiri dari 6 Program, 16 Kegiatan dan 39 Subkegiatan. 

Adapun rincian anggaran tahun 2023 sebagai berikut: 
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Tabel 2.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Berjalan 
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2.3 Analisis Kinerja Pelayanan 

 
Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada  Kecamatan  dan 

Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas 

membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum; 

 
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; 

3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di 

Kecamatan; 

4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; 

 
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

 
 

Pada tabel 2.3. berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Rupat Utara 
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Tabel 2.4 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rupat Utara 
 

    
Target RENSTRA 

Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Indikator Sasaran IKK SPM 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

 

 

 

 

 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

 

Predikat Akuntabilitas Kinerja 
   

B 
 

B 
 

A 
 

A 
 

A 
 

A 
 

CC 
 

CC 
 

A 
 

A 
 

A 
 

A 

Persentase desa / kelurahan 

berkinerja baik 

   

87,5 
 

87,5 
 

87,5 
 

88 
 

88 
 

88 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

Persentase penurunan gangguan 

KAMTIBMAS 

   

85 
 

86 
 

87 
 

90 
 

95 
 

95 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

   
85 86 87 90 95 95 80,05 81,12 83 83 83,5 84 
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Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana 

penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, 

perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak  ukur  untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. 

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah 

adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun 

terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang 

kinerja layanan publik di lingkungannya. 

Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya  masih jarang 

dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektifitas berbagai 

pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui. 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat 

yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui  tingkat kinerja unit pelayanan 

secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 

publik selanjutnya. 

Pegawai Kecamatan Rupat Utara diharapkan mengerti Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas 

Pada Kecamatan Sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan untuk itu Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja 

Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah menjadi 

buku wajib bagi seluruh pegawai Kecamatan Rupat Utara. Selain perda dan perbup tersebut diperbanyak,  

secara rutin Camat dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi 

Kecamatan kepada seluruh pegawai. 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai Kecamatan Rupat Utara Tahun 2022, tingkat 

kehadiran pegawai Kecamatan Rupat Utara tergolong baik yakni sebesar 96.12%. Kondisi ini merupakan 

implikasi dari penerapan kebijakan Reward and punishment di Kecamatan Rupat Utara, yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 



33  

 

2.3.1 Penerapan Reward 

 
Untuk mencapai tujuan institusi ( Kecamatan Rupat Utara ) perlu dilakukan Reward dan Punishment hal 

ini bertujuan untuk memberi rangsangan motivasi bagi para pegawai yang memang melakukan fungsi dan 

tugasnya serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan diantaranya mengusulkan beberapa orang 

pegawai yang dianggap mampu dan layak untuk menduduki kapasitas yang jabatan yang dimilki serta 

mengusulkan untuk mendapat predikat pegawai teladan, disamping  itu  juga dilakukan pengusulan tanda 

jasa dalam masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. 

2.3.2 Penerapan Punishment 

 
Di samping Reward juga dilakukan Punishment bagi Pegawai Negeri Sipil baik dari norma agama, 

sosial dan yang paling penting adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, 

Punishment yang telah dilakukan yaitu pemberian teguran lisan terhadap pegawai yang Melaksanakan tugas 

tidak tepat waktu dan pegawai yang tidak hadir tanpa izin. Selain itu terhadap pegawai yang terlibat dalam 

tindak pidana juga dilakukan sanksi ringan, sedang dan berat. 

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 
 

Pesatnya perkembangan dan mobilitas penduduk di kecamatan Rupat Utara akibat dari adanya 

berbagai kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air dan pembangunan 

lainnya, mempunyai implikasi luas terhadap perkembangan dan pertumbuhan suatu kawasan khususnya di  

kecamatan Rupat Utara. Perkembangan suatu kawasan membawa konsekuensi terhadap dinamika 

masyarakat terutama dalam pemberian pelayanan yang dapat memuaskan, sehingga masyarakat akan 

mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah, yang pada akhirnya dapat 

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat 

di kecamatan Rupat Utara. 

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Rupat Utara adalah ; 

 
1. Masih belum memadai infrastruktur penunjang pelayanan meliputi sarana dan prasarana pelayanan 

publik 

2. Masih rendahnya kualitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola pelayanan publik 

 
3. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia masyarakat 

 
4. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan 
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5. Belum tuntasnya pembangunan pelabuhan lintas batas dan Roro. 

 
6. Belum tuntasnya pembangunan jalan poros penghubung antar Kecamatan dan penghubung antar 

Desa. 

7. Belum memadainya sarana prasarana wisata yang dikembangkan di Kecamatan Rupat Utara. 

 
8. Belum optimalnya pelestarian budaya asli Pulau Rupat dalam pengembangan khazanah wisata Rupat. 

 
 

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 
 

Penelaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Rupat Utara Tahun 2024 dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas Kecamatan Rupat Utara Kabupaten 

Bengkalis yang tercantum pada RKPD 2024 dan selanjutnya menyesuaikan dengan regulasi terbaru 

terhadap program dan kegiatan untuk tahun 2024; 

2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub 

kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya; 

3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program, kegiatan dan sub kegiatan 

Kecamatan Rupat Utara yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis; 

4. Memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Rupat Utara yang merupakan 

kegiatan lanjutan dan/ atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2024; 

5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Rupat Utara antara 

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 

6. Merumuskan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Rupat Utara berdasarkan 

hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran 

target/ tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan. 

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.5 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bengkalis 
 

Kecamatan Rupat Utara 
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2.6 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat 
 

Rancangan awal Renja Kecamatan Rupat Utara dibahas dalam pembahasan forum Perangkat  Daerah. 

Renja Kecamatan Rupat Utara Tahun 2024 tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari 

masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas 

utama Kecamatan Rupat Utara dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2021-2026. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap 

pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan. 

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Rupat Utara membuka 

akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan 

rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Bengkalis. 

Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan 

Reses DPRD. 

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan 

berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada daerah kawasan Kecamatan Rupat Utara 

yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dan pembangunan di desa-desa yang disampaikan saat 

Musrenbang Kecamatan akan diverifikasi oleh Kecamatan Rupat Utara melalui Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis. Dari usulan 

tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Rupat Utara sesuai dengan 

skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran yang tersedia. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

 
Penyusunan Renja Kecamatan Rupat Utara Tahun 2024, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap 

program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD 2021–2026. Sesuai dengan tupoksi 

Kecamatan Rupat Utara, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, sekaligus 

mengawal RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka 

Renja Kecamatan Rupat Utara lebih banyak berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat perencanaan 

makro untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rupat Utara mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kecamatan Rupat 

Utara Kabupaten Bengkalis, maka Renja Kecamatan Rupat Utara lebih banyak berisi program dan kegiatan yang 

bersifat pelayanan untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 

 
Kecamatan Rupat Utara dalam menyusun perencanaan harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah 

tahun 2021-2026 yang telah tertuang sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 

2026 dengan visi, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”. Berdasarkan 

visi tersebut maka dapat dirumuskan dengan 3 (tiga) misi sebagai berikut : 

 
1. Mewujudkan pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam, dan  Sumber  Daya  Manusia 

yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian; 

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata 

Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter; 

3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah 

Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat. 

Penjabaran dari visi dan misi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas sebagai berikut : 
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1. Peningkatan dan pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang efektif berkeadilan dan tepat 

sasaran; 

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Melayani dan Inovatif; 

 
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Penataan Infrastruktur dan Kawasan Pemukiman; 

 
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari; 

 
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing; 

 
6. Peningkatan Kualitas Pemahaman Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal; 

 
7. Sinergitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Stakeholder lainnya. 

 
Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kecamatan Rupat Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Rupat Utara. Adapun 

yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 

Kecamatan Rupat Utara 

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

Kinerja 

1. Mewujudkan Tatakelola Meningkatnya Predikat Akuntabilitas Kinerja A 

 Pemerintahan yang Baik kualitas reformasi Persentase desa dengan 100% 

  Birokrasi pada kinerja baik  
     

  Penyelenggaraan Persentase penurunan 96% 

  pemerintah. gangguan kamtibmas  

   Indeks Kepuasan Masyarakat 90 

 
3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

 
Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 

tertuang pada tabel 4.1 Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 
 

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis 

menerapkan prinsip – prinsip efektif, efisien dan akuntabel guna menghasilkan perencanaan yang dapat 

dilaksanakan secara maksimal dengan anggaran yang tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu,  

diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen-elemen yang ada pada Kecamatan Rupat  Utara 

Kabupaten Bengkalis baik Sekretariat maupun Seksi-Seksi. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi 

kegiatan yang diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi, dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan 

sub kegiatan tahun berjalan sehingga diperoleh perencanaan yang maksimal serta pengembangan yang 

berkelanjutan. 

Rencana Kerja Kecamatan Rupat Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2024 

sebagai acuan bagi Rupat Utara Kabupaten bengkalis yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan, output,  

outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rupat Utara 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini
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